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BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
! NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELI‘E)NGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI BELU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

l. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6618);
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fei Dengan Persetujuan Bersama |

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

l

|

|

\

|
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA. :

BAB I | |
. KETENTUAN UMUM |

Pasal 1 i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti

registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan keglatan usaha

dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan egiatan

8} usahanya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dan suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. ‘

6. Daerah adalah Kabupaten Belu.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewa.n Perlwakllan
Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
sela.njutnya d1smgkat DPMPTSP adalah Perangkat Daer?h pemerintah
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggalu'akan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan
Daerah. |

9. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dlpergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur. ‘

11. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP | adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagax proses
Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan | kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
aring... %

|
i12D
!
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Darmg' " ddldh serangkaian kegiatan dalam jaringan yang terhubung
mel:’:tluucjarmg komputer, internet, dan sebagainya.

'Lt’xm‘1g adalah serangkajan kegiatan di luar jaringan atau terputus dari
jejaring computer,

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam
puluh) tahun keatas,

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intele.ktual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dala.m berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu
kepada: pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana
¥ ang”tldak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP atau pengabaian
kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian,
lexrn'baga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada
1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan,
jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai
dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam
rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang Perizinan
Berusaha melalui sistem informasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilibat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Informasi Yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses
oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi di bidang

publik.
25. Pengawasan...
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25,

26.

27,
28.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: |
. jenis perizinan;
. persyaratan perizinan;

a
b
c
d
f
g
h
i

1

k.
L
m.

(1)

. pengelolaan pengaduan masyarakat;

|
Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan Ikeglatah usaha
sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang d:lakukan
melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus d1penuh1
oleh Pelaku Usaha.
Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha
mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang;Undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Bupati adalah Bupati Belu.
Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|
|

Pasal 2

x

pelaksanaan pelayanan;

pengelolaan informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;
pelayanan konsultasi;

. pendampingan hukum;

pemantauan dan evaluasi;

j. Ppembinaan dan Pengawasan;

pelaporan; !

partisipasi masyarakat; dan ‘

pendanaan, !
i

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 3 ;

Jenis Perizinan Berusaha meliputi: ; i
a. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; » '

b. NIB dan Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha dengan tmgkqt Risiko
|

menengah;
¢. NIB dan Izin untuk kegiatan usaha dengan tingkat R1s1ko tinggi;
d. NIB, Izin dan Sertifikat Standar, untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggi yang mensyaratkan verifikasi standar pelaksanaan kegiatan

usaha; dan ; |
e. Perizinan Berusaha lainnya penunjang kegiatan usaha. t

(2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayab (1) diterapkan

pada sektor dan sub sektor Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. l |

|
1
i
|
|
|

BT\.B ... ?
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- BAB 11l
ERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1) Setiap Pelaku Usaha yang akan m i i 3¢ i

Daerah wajib memenuhi: MM G sty ViRBeLOE HAER
a. perre,)faratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha berbasis Risiko.

2) Persyaratan. dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan

; <I:{ tpe:leetu_]uan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan
Berusaha berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Setiap aparatur sipil negara dilarang menetapkan syarat dasar Perizinan
Berusaha selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
fundangan.
(2) Aparatur sipil negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan

BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

elaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(1) Bupati berwenang m
mana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada

(2) Kewenangan sebagai
Kepala DPMPTSP.

(3) Pelaksanaan penyelen
prinsip:

kejelasan dan kepastian;

kemudahan akses;

persamaan perlakukan

professional;

keterbukaan; dan

perlakuan khusus bagi kelompok rentan,

Disabilitas.

ggaraan Perizinan Berusaha dilakukan dengan

/ nondiskriminatif;

moe a0 o

Lanjut Usia dan Penyandang

(4) Ketentuan... %
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(4) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud
pade ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang:
a. menghambat dan/atau menghalang-halangi proses pelayanan Perizinan
Berusaha;
b, menjadi calo di dalam pengurusan Perizinan Berusaha; dan/atau
c. menggunakan jasa calo di dalam pengurusan Perizinan Berusaha.
(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan pemberian Perizinan Berusaha; atau
d. pembatalan pemberian Perizinan Berusaha.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
termasuk pengenaan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)»DPMPTSP bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan Perizinan
Berusaha dan mewujudkan inovasi pelayanan Perizinan Berusaha yang
terukur, sederhana, dan cepat.

(2) Tanggung jawab sebagaimana diinaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat

Pelayanan dan SOP;

penyediaan layanan khusus;

pengintegrasian layanan;

penyediaan pelayanan berbantuan;

penyediaan pelayanan bergerak; dan/atau

pembentukan MPP.

meonocoT

Bagian Kedua
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, Maklumat
Pelayanan Dan SOP

Pasal 9

(1) DPMPTSP  bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi
penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat
Pelayanan dan SOP penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.

(2) Penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat
dilaksanakan untuk:

Pelayanan dan SOP

a. memberikan... ?
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memberikan Pedoman dan ukuran yang dibakukani bagi pemberi
layar'xan.penenma layanan Perizinan Berusaha;
b. mel.'lj.amm adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan
Perizinan Berusaha; dan !
c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan CﬁllaIUGSi kinerja
pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. |
3) Penyus_unan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan dan SOp tentang:

l

|

a. layanan berbasis tingkat Risiko: E
|
i

1. rendah;
2. menengah; dan
3. tinggi,

pada sektor dan subsektor Perizinan Berusaha sebagaimana diatur di
dalam peraturan perundang-undangan;
layanan khusus;

layanan terintegrasi;

layanan berbantuan;

layanan bergerak;

pengelolaan Pengaduan masyarakat;

pengelolaan Informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;

M. layanan konsultasi; dan

j- pendampingan hukum. 1

(4) Penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanain dan SOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPMPTSP, Perangkat
Daerah teknis yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha, kecamatan, dan
pemerintah desa/kelurahan. f

‘pmropow

Pasal 10

(1) Kepala DPMPTSP dapat membentuk tim untuk menyusun Standar
Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Berusaha.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
kepala DPMPTSP. |
(3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri qan
a. aparatur sipil negara di DPMPTSP; |
b. aparatur sipil negara di Perangkat Daerah yang menlyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang:
pekerjaan umum dan penataan ruang; ,
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
tenaga kerja; |
lingkungan hidup;
perhubungan;
komunikasi dan informatika;
koperasi, usaha kecil, dan menengah;
kelautan dan perikanan;

|
|

|
|
|
|

9. pariwisata;... ?

|

o e - R U e ol o
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9. pariwisata;
10. pertanian;
11. energi dan sumber daya mineral:
12. perdagangan; dan/atau
13. perindustrian;
c. unsur perangkat kecamatan; dan
d. unsur perangkat desa/kelurahan.

(4) K‘eanggt?;a;n tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuai dengan kondisi dan kebutuhan bagi terlaksananya
pen.yflsunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Pelayanan
Perizinan Berusaha_

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melakukan 1d¢:'nt1ﬁkasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan
pelayanan Perizinan Berusaha;

b. menyusun rancangan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP
pelayanan Perizinan Berusaha;

¢. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau
draf .Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan
Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan; dan

d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak
Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan
Berusaha tersebut ditetapkan.

(6)* Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaporkan
kepada kepala DPMPTSP.

(7) Kep-ala DPMPTSP bertanggung jawab untuk melakukan mengambil
kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perbaikan
dan/atau peningkatan layanan atau inovasi pelayanan Perizinan Berusaha
di Daerah atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
d.

Pasal 11

(1) Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan
Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika bertanggungjawab menyebarluaskan rancangan dan keputusan
penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan
Perizinan Berusaha.

(3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. media cetak dan media elektronik;

b. Daring; dan

c. Luring.
{4) Penyebarluasan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b dilakukan di situs web milik Pemerintah Daerah.
(5) Penyebarluasan secara Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

¢ dilakukan di:
a. ruang... ?
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4, rusng pelayanan Verizinan ferussha:
< ?

b. kantor kecamatan;

. kantor desa [helurshan; dan st

d. fasilitas umum lainnya,

&

Passzl 12

(1) fetizp aparstur sipil negara yang bertugss danfatau bertanggung jawab
dalam penyelenygaraan Perizinan Berussha wajib menerapkan Standar
p:;l;‘gyanan, Maklumat Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan,

(2) Betiap ’ aparatur  sipil negara yang tidsk melaksanskan kewsjiban
sebagpimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 13

(1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Berusaha harus
melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat,

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ikut serta mulai dari tahap rancangan Standar Pelayanan;
b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi terhadap rancangan Standar
)}  Pelayanan; dan/atau
¢. melaksanakan Pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Berusaha,

Paszl 14

Ketentuzan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan
Standar Pelayanan, Maklumast Pelayanan dan SOP Pelayanan Perizinan
Berusaha distur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kefiga
Penyediaan Layanan Khusus

Pasal 15

(1) DPMPTSP bertanggung, jawab dalam penyediaan layanan khusus bagi
kelompok rentan, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

(2) Penyediaan layanan khusus gebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:
a. kemudshan aksesibilitas;
b. memberikan pelayanan prioritas; dan
c. mewujudkan pelayanan yang ramah.

(3) Penyediazn layanan khusus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah,
Pasal 16... ?
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Pasal 16

(1) Kemudahan aksesibilitas sebagaimana d}maksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a bagi kelompok rentan melalui ketersediaan:
a. akses atas informasi dalam bentuk aucliio dan visual di ruang pelayanan;
b. jalur menuju ruang pelayanan Perizinan Berusaha yang dilengkapi ubin
pengarah (guiding block) dan ubin perilngatan (warning block);
c. bidang miring (ramp) menuju ruang pelayanan Perizinan Berusaha
dengan pegangan tangan (handrail) pada sisi kiri dan sisi kanan;
d. pegangan tangan (handrail) di toilet, tangga, lokasi yang landau atau
area yang rawan bahaya;
e. tempat parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas yang letaknya
paling dekat dengan pintu ruang masnllk ruangan; dan
f. alat bantu, alat peraga dan/atau kurs1 roda dengan jumlah paling
rendah 1 (satu) buah.
(2) Akses atas informasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. fasilitas huruf berjalan (teletext/running text) pada ruang pelayanan
Perizinan Berusaha;
b. fasilitas televisi text pada ruang tunggu pelayanan Perizinan Berusaha;
dan/atau
c. pengeras suara di ruang pelayanan Penzman Berusaha.
(3) Selain kemudahan aksesibilitas sebagmmana dimaksud pada ayat (1),
2 DPMPTSP dapat menyediakan huruf braille pada kertas atau formulir isian

dalam pengajuan Perizinan Berusaha dan/atau pegangan tangga.

|
x

(1) Pelayanan prioritas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b
dilaksanakan dengan cara: |
a. pencrapan bebas antrian bagi kelompok rentan, Lanjut Usia dan/atau

Penyandang Disabilitas;

b. penyediaan loket khusus; dan/atau
c. pendampingan.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh
petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala DPMPTSP.

(3) Petugas khusus sebagaimana d1maksud pada ayat (2) harus memenuhi

persyaratan: |
a. mendapatkan persetujuan dari kelomﬁok rentan, Lanjut Usia dan/atau

Penyandang Disabilitas sebelum melakukan pendampingan;

b. memahami kebutuhan dan hambatan kelompok rentan, Lanjut Usia
dan/atau Penyandang Disabilitas dalam melakukan proses Perizinan
Berusaha di Daerah; dan |

c. memiliki kemampuan bergaul dan bennterak31 secara baik dengan
kelompok rentan, Lanjut Usia dan/ atau Penyandang Disabilitas.

|

J Pasal 18...

7
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Pasal 18

pPelayanan Yang ramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 &yat (2) huruf ¢
dilaksanskan dengan cara menyediakan:

g, ruang bermain anak;

b, ruang laktasi bagi ibu menyusui;
¢, kursl khusus di ruang tunggu bagj ibu hamil dan Penyandang Disabilitas;
dan/atau

d. ruang khusus merokok,

Bagian Keempat
Pengintegrasian Layanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam pengintegrasian layanan Perizinan
Berusaha di Daerah,

(2) Pengintegrasian layanan sebagairaana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan:
a, pendekatan pelayanan bagi masyarakat; dan

b. mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang cepat dan
mudah.,

Pasgal 20

Pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha meliputi:
a. penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan |
b. sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha. ‘

i

Paragraf 2 :
Penyediaan Perangkat Keras Dan Jaringan Komunikfxsi
|

Pasal 21 .
l
(1) Penyediaan perangkat keras dan jaringan komumkasu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diutamakan bagi mlayah dl Daerah yang
belum memiliki aksesibilitas memadai.
(2) Bupati menetapkan wilayah di Daerah yang belum mem1l1k1 aksesibilitas
yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan
Bupati,

Pasal 22 |

x

(1) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komumkasx dan
informatika bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyedxrm.n perangkat

kerae dan jaringan komunikasi. {

|
(2) Penyediaan... ?
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Penyediaan per
(2) Peny perangkat keras dan j Jaringan komunikasi dilaksanakan untuk

ku
mendukung pelaksanaan pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha di
kecamatan atau desa/kelurahan, 5

Paragraf 3 ,
Sinkronisasi Pelayanan Penzman Berusaha

Pasal 23

Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b d1laksanakan

a. antara DPMPTSP dengan Pemenntah kecamatan dan pemerintah
desa/kelurahan; dan

b. antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20-ayat huruf b dilaksanakan secara Luring dan Daring.
|
Pasal 25 |
f
(1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan kecamatan dan pemerintah
desa/kelurahan dilaksanakan untuk pendekatan pelayanan Perizinan
Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP kepada masyarakat di
tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
(2) Pemerintah kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelayanan Perizinan
Berusaha dengan cara: 1
a. menyediakan dan memberikan Informasi atau konsultasi mengenai
persyaratan dan tata cara pelaksanaan Perizinan Berusaha;
b. melakukan koordinasi dengan unsur kecamatan dan/atau DPMPTSP
dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
c. memfasilitasi pengurusan Perizinan Berusaha di tingkat desa/kelurahan
dan/atau DPMPTSP. ‘
(3) Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha di kecamatan berlaku secara
mutatis mutandis untuk fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha di

desa/kelurahan.

Pasal 26

(1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya
yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk
pPengurusan persyaratan teknis yang dlatur di dalam peraturan perundang-
undangan kepada masyarakat. |

(2) Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaJtan dengan Perizinan Berusaha
berperan dalam memfasilitasi pelayanan Penzman Berusaha dengan cara:

_ a. menyediakan... ?

|
i
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a. menyediakan dan membe

rikan Informasi at: g il
norma, standar, prosedur asi atau konsu”am mengenal
’

b, memfasilitasi verifikasi dan kriteria Perizinan Berusaha;
" usaha dan pcm:l‘;ilt asi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
; ‘rbitan sertifikat sta i ;
: ndar sesuai sktor
kegiatan usaha; dan scktor (?an sub se

¢. melakukan koordinasi de
¥ ngan DPMPTSP d: ancka penvelenggaras
Perizinan Berusaha. P dalam ram_.;kxp(:,nyt,icngp,imdn

| Bagian Kelima ;
1 Penyediaan Layanan Berbantuan i
l il Pasal 27 [
; 1
(1) Pelayanan berbantuan dilakukan dalam hal pelayanan Sistc]m 0SS
a. belum tersedia; atau |
b. terjadi gangguan teknis.
{(2) Ketentuan mengenai pelayanan berbantuan dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam )
Penyediaan Layanan Bergerak

Pasal 28

(1) Bupati berwenang menyediakan pelayanan bergerak atau sébutan lainnya
di Daerah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud

DPMPTSP.
(3) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dima{(sud pada ayat

(1) 'dilakukan untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada
Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana

pada ayat (1) dilal~;:sanakan oleh

lainnya.

(4) Penyediaan sarana dan pra
bergerak atau sebutan lainn
kemampuan keuangan Daerah.

sarana dalam rangka pelaksanaan pelayanan
ya dilakukan secara bertahap sesuai dengan

Pasal 29 |
an Berusaha yang dilaksanakan mel!alui pelayanan

dilakukan oleh tim pelayanan bergerak.
butan lainnya sebagaimana dimaksud pada

(1) Penyelenggaraan Perizin
bergerak atau sebutan lainnya
(2) Tim pelayanan bergerak atau s¢
ayat (1) terdiri dari: !
a. Bupati selaku penanggung jawab; ;
b. Sekretaris Daerah selaku pengarah; i
c. kepala DPMPTSP selaku ketua, dan ‘
d. anggota, yang terdiri dari:

1. aparatur sipil negara di DPMPTSP; dan

‘2, aparatur... %
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dl Pera_n vk - 5 - R - £
urusan pemerint ahan dj bidang% at Daerah yang menyelenggarakan

b) ketenteraman, ket
€) tenaga kerja;
d) lingkungan hidup;
€) perhubungan;
2) lkiomunikasi dan informatika:
operasi, usa i '
h) kelautan dan};;:::rlxaian i
i) pariwisatai ,
J) pertanian;
k) energi dan sumber daya mineral:
1) perdagangan; dan/atau .
m) perindustrian,

3) Pembentu ;
(3) a5 alr:anks; draank Pembagian tugas serta tangggung jawab dari tim
(1) diteta kan%je atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
? €ngan Keputusan Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

ertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

Pasal 30

(1) Pelfi)fanan bergerak atau sebutan lainnya dilakukan dengan fasilitas mobil
# keliling. |
(2) f’le)li;ylaankixll{ :;rglexl‘zl;aztlau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

a. pasar;

b. kecamatan;

c. desa/kelurahan; atau

d. tempat lain berdasarkan kebutuhan. ‘

Pasal 31

(1) Jenis layanan pada pelayanan bergerak atau sebutan lainnya meliputi:
a. sosialisasi;
b. promosi;
c. konsultasi; dan
d. fasilitasi pengurusan,
di bidang Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pelayanan bergerak
atau sebutan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembentukan MPP

Pasal 32

(1) Bupati berwenang untuk membentuk MPP di Daerah.
(2) Pembentukan.., ?
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(2) Pembentukan Mpp dilaky
Bupati kepada menterj
bidang aparatur negara,

(3) DPMPTSP bertanggung
MPP sebagaimang dimaksud pada ayat (2).

4) Pembentuk: ;
(4) an  MPP  ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah

menda..patkan -pef'setujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemermtaha.n di bldang aparatur negara

kan melalui usulan penyelenggaraan MPP oleh
Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

jawab dalam memfasilitasi usulan penyelenggaraan

Pasal 33

(1) Bupati dapat meml;entuk tim un
MPP.

(2) Tim seba_ga.lmana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:

a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;

b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP:

c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan
d. anggota.

(3) Anggcfa seba_galmana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. unit _kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;
b. organisasi masyarakat di bidang perdagangan;
#c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

penelitian dan pengembangan Daerah;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

pemberdayaan masyarakat dan desa;

lingkungan hidup;

komunikasi dan informatika;

tenaga kerja;

perhubungan; dan ‘

koperasi, usaha kecil, dan menengéh; dan/atau
d. tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari orang
atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang
penelitian. '

(5) Pembentukan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. !

tuk menyusun usulan penyelenggaraan

LCPNpOSBN»

Pasal 34 :

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan MPP di Daerah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV ...
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BAB V
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Penge_lolaan.Pen_ga.dua.n masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan,
adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

.

Pasal 36

(1) DPMPTSP dan setiap Perangkat Daerah teknis terkait dengan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggung jawab dalam
menyediakan Layanan Pengaduan dalam rangka pengelolaan Pengaduan
masyarakat.

(2) Layanan Pengaduan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mengawasi dan menilai kualitas layanan Perizinan
Berusaha di Daerah.

(3) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara menyediakan:

fa. kotak Pengaduan;
b. teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:
1. nomor kontak Pengaduan melalui telepon dan/atau layanan pesan
singkat; dan
2. secara Daring;
c. petugas penerima Pengaduan.

(4) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

(1) Bupati membentuk tim Layanan Pengaduan dalam rangka melaksanakan

pengelolaan Pengaduan masyarakat.
(2) Tim Layanan Pengaduan sebagaimana
a. Bupati selaku pembina;
b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
c. kepala DPMPTSP selaku ketua tim; dan
e. anggota, yang terdiri dari:
1. aparatur sipil negara di D
2. aparatur sipil negara di
urusan pemerintahan di bidang:
a) pekerjaan umum dan penataan ruang,
b) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
¢) tenaga kerja;
d) lingkungan hidup;

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

PMPTSP; dan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

e) perhubungan... 7
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¢) perhubungan;
) komunikasi dan informatika;
) kesehntan,
h) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
i) kelautan dan perikanan;
J) panwisata;
k) pertanian,
I) energi dan sumber daya mineral;
m) perdegangan; dan/atau
n) perindustrian,

{, perangkat kecamatan; dan

g. perangkat desa/kelurahan,

(3) Pembentukan dan pembagian tugas serta tangggung jawab dari tim Layanan

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, ‘

Pasal 38

1.m Layanan Pengaduan bertugas:

a., menerimaan dan memberikan tanda terima Pengaduan;
b, memeriksaan kelengkapan dokumen Pengaduan;

¢. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

d.p menelash dan menanggapi Pengaduan;
e, penatausahaan;

{. pelaporan; dan
g pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Penerimaan Dan Pemberian Tanda Terima

Pasal 39

(1) Pengaduan masyarakat dilaksanakan secara:
a. Daring;
b. tertulis; dan
c. lisan,

(2) Pengaduan secara Daring dilaksanakan melalui pengisian formulir
pengaduan pada situs web.

(3) Pengaduan tertulis diajukan dengan mengisi formulir Pengaduan atau
mengirimkan surat Pengaduan. ;

(4) Pengaduan lisan diajukan dengan mengadukan langsung di kantor
DPMPTSP.

(5) Dalam hal pengadu memiliki kebutuhan khusus, petugas bertanggung
jawab untuk membantu dan mendampingi pengisian formulir Pengaduan.

Pasal 40...
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Pasal 40

(1 Fom‘lﬁ"_ Pengaduan atau surat Pengaduan paling rendzh memuat:
a. identitas pengady;

b. uraian mcpgenai alasan pengajuan Pengaduan; dan
¢. hal yang dimohonkan.
{21 Pengadu hA'arus menyertakan dokumen kelengkapan Pengaduan yaitu:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah;
b. alamat lengkap pengadu; dan
c. data atau bukti dukung terkait dengan Pengaduan yang diadukan.

(3) Bentuk formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Petugas penerima Pengaduan menerima dan memberikan tanda terima
pada setiap Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu.

(2} Setiap aparatur sipil negara dilarang melakukan pungutan pada saat
menerima dan memberikan Layanan Pengaduan kepada masyarakat.

(3) Setiap aparatur sipil negara yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(4)" Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga
termasuk pengenaan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Pasal 42

1) Petugas penerima Pengaduan memeriksa formulir Pengaduan atau surat
Pengaduan dan dokumen kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40.

{2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, maka petugas penerima Pengaduan mencatat Pengaduan
Masyarakat ke dalam buku registrasi Pengaduan.

(3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
belum lengkap, maka petugas penerima Pengaduan memberikan surat
pemberitahuan ketidaklergkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 43

(1} Pengaduan yang tidak lengkap paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) harus dilengkapi oleh pengadu.

(2) Apabila...

7
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(2) Apabila Setelah_iax.lgka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadu
belum melengkapi Pengaduan, maka Pengaduan dinyatakan tidak diterima.

_ Bagian Keempat
Pengklasifikasian Dan Prioritas Penyelesaian

Pasal 44

(1) Petugas penerima Pengaduan melaksanakan klasifikasi bagi Pengaduan
masyarakat.

(2) Penyelesaian Pengaduan masyarakat berdasarkan klasifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan prioritas penyelesaian
meliputi:

a. klasifikasi penting,

b. klasifikasi sangat segera; dan

c. klasifikasi segera.

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Klasifikasi penting, dalam hal permasalahan yang diadukan dapat
menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan/atau pertumbuhan
ekonomi Daerah.

b. klasifikasi sangat segera, dalam hal permasalahan yang diadukan
memiliki dampak tidak terpenuhinya hak atas memperoleh perizinan
dan kerugian secara materiil; dan

Pc. Klasifikasi segera, dalam hal permasalahan yang diadukan memiliki
dampak tidak terpenuhinya hak atas memperoleh perizinan.

Bagian Kelima
Penelaahan Dan Tanggapan

Pasal 45

(1) Petugas penerima Pengaduan melakukan penelaahan terhadap Pengaduan
masyarakat.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menentukan:
a. sumber permasalahan terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. dugaan adanya pelanggaran Standar Pelayanan dan SOP pelayanan
Perizinan Berusaha;
c. faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap pelayanan Perizinan
Berusaha;
d. para pihak yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya
pelanggaran terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. instansi/lembaga atau Perangkat Daeﬁah yang mempunyai kewenangan
untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan
Perizinan Berusaha.
3] Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat saran dan
tindak lanjut penyelesaian permasalahan Pengaduan masyarakat berupa

rekomendasi.
Pasal 46... 4
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(1) Kepala DPMPTSP menyampailan ‘
k : ; ;
dalam Pasal 45 ayat (3) kepada BUp;:; 01':nendasl sebagaimana dimaksud
(o] iri g ]
@ \E::p:da ml‘:;f;i’:kfm rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kefvenangan u;{ts;nbaga atau Perangkat Daerah yang mempunyai
menyelesaikan .
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Peﬂnasalahan terkait dengan
' |
\3‘ ';?‘nggal‘rr;la;erhadap rekomendasi SEbag{ajmana dimaksud pada ayat (2)
samp - secara tertulis kepada pengadu.
4) Eilaa;zga . I':.I;C;mqndaSi sebagaimana 'dimaksud pada ayat (2) tidak
koordinasi,dzrfk - atau. staf yang berwenang di DPMPTSP melakukan
onsultasi dengan instansi /lembaga atau Perangkat Daerah

yang berwenang _ menyelesaikan  permasalahan terkait —dengan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 47

(1) Penatausahaan Pengaduan masyarakat meliputi:
a. pemberkasan;
2b. penyimpanan;
c. penataan; dan :
d. alih media.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang—ﬁnd'angan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 48

(1) Tim Layanan Pengaduan melalui kepala DPMPTSP menyampaikan laporan
kegiatan Pengaduan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
a. jumlah pengaduan;
b. jenis layanan yang diadukan;
¢. hasil penyelesaian Pengaduan masyarakat; dan
d. rekomendasi dan hasil tindak lanjut rekomendasi.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Dan Eyaluasi

Pasal 49 |

g melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap

(2) Kewenangan... ¢

(1) Bupati berwenan
kegiatan pengelolaan Pengaduan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala
DPMPTSP. 1

(3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melaksanakan rapat
kerja secara berkala dengan tim Layanan Pengaduan.

(4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling rendah 6 (enam) bulan
dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

Pemantauan dan evalusi dilaksanakan untuk mengetahui:

a. tercapainya tujuan daii pengelolaan Pengaduan masyarakat;

b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pengelolaan
Pengaduan masyarakat; dan

c. dampak pelaksanaan pengelolaan Pengadﬁan masyarakat.

i
Pasal 51 |

(1) Pemantauan dilaksanakan dengan cara pengumpulan data dan informas
pada program pengelolaan Pengaduan masyarakat yang sedang

(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh tahapan pengelolaan Pengaduan
masyarakat.

(3)#Evaluasi dapat dilaksanakan pada saat perencanaan, berjalannya kegiatan
dan selesainya pelaksanaan kegiatan di akhir masa anggaran pada tahun
yang bersangkutan.

(4) Hasil Pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memperoleh informasi
dan memberikan rekomendasi terhadap pfelaksanaan kegiatan pengelolaan
Pengaduan masyaraket.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepala DPMPTSP kepada
Bupati sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Kecuali dalam hal Informasi Yang Dikecualikan, setiap orang berhak
memperoleh Informasi terkait dengan Perizinan Berusaha.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melihat dan mengetahui informasi terkait dengan Perizinan Berusaha;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh informasi terkait dengan Perizinan Berusaha;

c. mendapatkan... %
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c. mendapatkan salj ,
melalui permoho finan informasi terkait dengan Perizinan Berusaha
nan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau

d. menyebarlua i : i
y skan informasi terkait dengan Perizinan Berusaha sesual

ketentuan peraturan pery ndang-undangan

Pasal 53

DPMPTSP bertanggung jawab untuk:

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan Informasi secara terbuka dan mudah
diakses oleh masyarakat;

b. mcr'lsfcd;:kﬂlB 1, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi terkait layanan
Perizinan Berusaha yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon
Informasi.

c. meny;:rliaktin lsformaﬂi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

d. mcmlak as&lm yang jelas kepada pemohon Informasi terhadap
penolakan pemberian Informasi Yang Dikecualikan;

. membuat SOP pemberian Informasi;

f. mcnybc:hak:m sistem Informasi dan Dokumentasi yang terintegrasi; dan

g. mem nt.uk dan menetapkan PPID pembantu sebagai pengelola pelayanan
Informasi dan dokumentasi

Pasal 54

.
i

Pengelolaan Informasi dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan sistem informasi secara Daring dan Luring; dan
b. membentuk dan menetapkan PPID pembantu sebagai pengelola pelayanan
Informasi dan dokumentasi. !
|
Bagian Kedua
Pembentukan PPID Pembantu

Pasal 55

1) Bupati berwenang menunjuk PPID pembantu dalam rangka pengelolaan
Informasi di DPMPTSP.

(2) PPID pembantu ialah pejabat pada bagian atau bidang yang menangani
Informasi dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP.

(3) PPID pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas PPID pembantu dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring Dan Luring

Paragraf 1
Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring

Pasal 56... %
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Pasal 56 1

P ‘

(1) r[:lif;{esngg;:‘;;‘: terkoordinas;j den:gan Perangkat Daerah yang
informatika bertan uﬂls.an Pemerintahan di bidang komunikasi dan
Sistem Informasi gguﬂg:]aWab untuk mehYEdiakan sistem Informasi.

(2) ; asl sebagaimana dimaksud paca ayat (1) dilakukan secara
Daring melalui: !

a. situs web; dan/atau }
b. sistem aplikasi. ‘

(3) Sistem Informasi secara Daring dilaksan ol : ; S
a. Sistem OSS; dan/atau kan secara terintegrasi deng

i
b. situs web milik Pemerintah Daerah

|
|
|
Pasal 57

(1) Bupati mernb'entuk Tim Pengembangan | Sistem Informasi dalam rangka
pengelolaan sistem Informasi secara Daring.

(2) Tim Pengf:mbangan Sistem Informasi paling rendah terdiri dari:
a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;
b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP:

c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan
d. anggota. |

, : |
(3) Anggot.a Sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. unit kerja sekretariat Daerah yan
pemerintahan di bidang hukum; }

Perangkat Daerah yang menyelengga;\rakan urusan pemerintahan di
bidang:

menyelenggarakan urusan

b.

1. penelitian dan pengembangan Daex:"a_h; dan
2. komunikasi dan informatika;
c. tenaga ahli sesuai kebutuhar.. ‘

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah setiap
orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam
bidang: -

a. penelitian; dan/atau ;
b. teknologi informasi, yang terdiri dani: {
1. perangkat lunak; |
2. perangkat keras; dan/atau
3. programer.

(5) Pembentukan Tim Pengembangan Sistei"n Informasi beserta tugas dan

tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

1l

Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakai‘!l melalui tahapan:

a. perencanaan pengembangan; |
b. analisa; |

c. desain dan konstruksi sistem Informasi; dan
4. penyajian data.

Paragraf 2... ?

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Paragraf 2

Pengemb .
gembangan Sistem Informasi Secara Luring

Pasal 59

DPMPTSP dan seti
(1) Setiap Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan

Perizinan Berusaha bert
3 mlgg"n : ‘ %
terkait dengan Perizinan Bemsahi Jawah- btk mengeilighan InfonRAY

(2) Informasi sebagaimana dj er -
disediakan secara berkal:.naksud Pada ayat (1) adalah jenis Informasi yang

(3) Informasi sebagaimana dimaksug
! ad : :
a. profil kelembagaan Perangkat é’ae :i al;ill‘yat (1) paling renda}\ memuat:

b. Standar Pelayanan, Maklumat pe
di Daerah;

c. penilaian kinerja DPMPTSp: dan
d. persyaratan dasar Perizinan Berusaha

layanan dan SOP Perizinan Berusaha

Pasal 60

beri ;
(1) Pem erian layanan Informasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara
mengajukan permohonan secara tertulis.

Permoh i i i
() onan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

fa. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan/atau peraturan perundang- undangan; 1
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; I
¢. menyampaikan secara jelas jenis Informasi yang dibutuhkan; dan
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

(1) PPID pembantu bertanggung jawab menerima permohonan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

(2) PPID pembantu melakukan pencatatan permohonan Informasi dari
Pemohon Informasi untuk kepentingan tertib administrasi. |

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID
pembantu, PPID pembantu bertanggung jawab menanggapi permintaan
Informasi melalui pemberitahuan secara tertulis.

(4) Tanggapan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud |pada ayat (3)
meliputi:
a. permintaan Informasi diterima;
b. permintaan Informasi ditolak; atau
c. perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

(5) Dalam hal tanggapan PPID pembantu membutuhkan perpall'ljangan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka paling la}mbat 7 (tajuh)
hari kerja PPID pembantu bertanggung jawab memberitahukan secara
tertulis permintaan Informasi diterima atau permintaan Info?nasi ditolak.

Pasal 62...

7
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Pasal 62 |

(1) D;air:is}t;!:ﬂie;unin:an Informasi diterima, maka dalam rangka tertib
a 18 dicatatkan ke dalam formulir permintaan Informasi.
) Dalam hal permintaan Informas; dito

; lak, mak i ditolak
harus dicantumkan alasan penolakan maka tanggapan Informasi

Pasal 63

(1) Formulir permintaan Informasi sebagaj i al 62 ayat
(1) disiapkan oleh PPID pembanty. gaimana dimaksud dalam Pas y

(2) Formulir sebagairpana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
nomor formulir atau nomor pendaftaran
nama pemohon Informasi; !

alamat dan nomor telepon pemohon Informasi;

foto?topi kartu tanda penduduk pemoﬁon Informasi;
subjek dan keterangan Informasi

alasan permintaan Informasi;
nama dan tanda tangan PPID pembantu; dan
tanggal diterimanya permohonan lnfox:'masi.

yang diminta;

g@E ™o 00T

BAB VIl
PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

‘e

Pasal 64

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melaksanakan penyuluhan kepada
masyarakat.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
penyebarluasan Informasi tentang: ‘\
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap

pelayanan Perizinan Berusaha;

manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;

persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;

waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat Risiko kegiatan usaha.

{3) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
a. media elektronik;

media cetak;

spanduk;

banner;

pamflet;

poster; dan/atau

. pertemuan. |

(4) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan olen DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis

secara periodik.
Pasal 65... ?
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Pasal 65

penyuluhan kepada masyarakat dijax

g v s sanakan kepada:
b masyarakat umum;

c. organisasi/asosiasi pengusaha;

4. perangkat kecamatan; dan

e. perangkat dan masyarakat di desa /kelurahan

Pasal 66

MPTSP da X
o g:nyuluhan E:l;;g:\l;k::;aika:;:{eda sama dalam rangka penyelenggaraan
v iem:ers::;ts;:) ?’gr?vr:::a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
b. instansi vertikal; ’
c. organisasi/asosiasi;
d. perguruan tinggj; dan/atau
e. pemerintah desa/kelurahan.

(3) Kena i?'meda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. penyediaan narasumber, pendamping dan/atau pengajar;

b. bm'fb_mgan dalam pemenuhan persyaratan dan mekanisme layanan
# Perizinan Berusaha; dan

c. penyediaan fasilitas penyuluhan, meliputi:
1. peralatan;
2. bahan penyuluhan;
3. tempat penyuluhan; dan/atau
4. modul.

(4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 67

‘1) DPMPTSP bertanggung jawab melaksanakan layanan konsultasi terkait
dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(2) Layanan konsultasi diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh
wawasan, pemahaman dan cara yang periu dilaksanakan dalam menangani
kondisi atau masalah terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
b. konsultasi aspek Fukum Perizinan Berusaha; dan
c. pendampingan teknis.

(4) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 68... f
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Pasal 68

pelayanan .konsultasi dilaksanakan dengan cars:

a. penyediaar ruang konsultasi di DPMPTSP dan/atau MPP;

p. penyediaan pelayanan konsultasi secara Daring; dan ’

c. pembentukan tim pelayanan konsultasi oleh kepala DPMPTSF.

Pasal 69

(1) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab membentuk tim pelayanan konsultasi
u_nmk melaksanakan pengelolaan layanan konsultasi.

(2) Tim mlamm konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Bupati selaku penanggung jawab;
b. Sekretaris Daerah selaku p.cngarah;
¢. kepala DPMPTSP selaku ketua: dan
d. anggota yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional yang

membidang Perizinan tertentu di DPMPTSP.

(3) Pembentukan dan pembagian tugas serta tangggung jawab dari B
pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 70

.
¢

Pelayanan konsultasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan
khusus dari Penyandang Disabilitas.

BAB IX
PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 71

{1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum
dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

{2) Pendampingan hukum diberikan kepada Pelaku Usaha dan pejabat atau
staf di DPMPTSP.

{3} Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.

Pasal 72

{1} Pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha meliputi:
a. memberikan konsultasi, pertimbangan atau pendapat hukum (legal
v
b. melaksanakan mediasi; dan
¢. penyusunan dokumen hukum.
{2) Pendampingan hukum kepada pejabat atau staf di DPMPTSP meliputi:

a. memberikan... f
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b. melaksanakan mediasi:

¢, penyusunan dokumen hukum; dan |

d. mendampingi dalam set; : |
hukum dalam hal sen ap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak

e il i gketa keperdataan atau sengketa tata usaha
£an ketentuan peraturan pcrundnngmfldﬂng‘m'

Pasal 73
pelaku Usaha yang memperoleh P i
e i ‘ endampingan hukum hat
a. mengajukan permohonan secara tertuljs
p. beralamat atau berdomisili dj Daerah; d

rus memenuhi

kepada Bupati;
{ an
berikan
gl;m mksandata du‘kv..mg berkenaan dengan permasalahan dalam proses
pe aan penzinan yang melibatkan DPMPTSP.

-

Pasal 74 '

dampin huku !
Pﬂ;alm?l‘:oof‘? u m kepada pejabat atau staf di DPMPTSP dilaksanakan
melalui inasi antara DPMPTSP dengan unit kerja sekretariat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. |

b Pasal 75

(1) Selain pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 ayat (1), juga termasuk pemberian bantuan hukum kepada
Pelaku Usaha. ’

(2} Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimiana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 76 !

(1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evah:.lasi terhadap

penyelenggaraan Perizinan Berusaha. |
{2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalfan oleh kepala

DPMPTSP.
Pasal 77

{1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling rendah 1 (sa:tu) kali dalam
setahun. |

(2) Ketentuan mengenai pemantauan dan eveluasi terhadap kegiatan
pengelolaan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
| BABXL..
|
|
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BAB X1

P
EMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 78 |
1) Bupati bertanggung jawab Z .
( a. Pelaku Usaha; dan melakukan pPembinaan kepada:

b. aparatur sipil negara ‘
penyelenggaraan Perizinan Bemsah; iki tugas dan fungsi di bidang

Tanggung jawab i . '
2) geung j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

kepala DPMPTSP
pal : dan  Perangkat Daerah teknis lainnya yang
rnen)f enggarakan pelayanan Perizinan Berusaha
(3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha .
huruf a dilakukan untuk pemenup
Perizinan Berusaha Berbasis Risik
undangan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
an norma, standar, prosedur, dan kriteria
0 sesuai ketentuan peraturan perundang-

4 Pembfm]:an‘kepada Pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Zr;uampu:ﬁa:::r:u:m-tlfk mening-katkan kapasitas, pengetahuan dan

sipil negara di DPMPTSP, Perangkat Daerah teknis,

kecarr}atfan' dan desa/kelurahan guna mendukung pelaksanaan tugas darf
pfungsi di bidang penyelenggaraan Perizina:n Berusaha.

Pasal 79 |

(1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya yang menyelenggarakan
pelayanan Perizinan Berusaha dapat melakukan kerja sama dalam rangka
pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara
DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan pelayanan
Perizinan Berusaha dengan: {

a. perguruan tinggi;

b. organisasi/asosiasi pelaku usaha;
c. lembaga pendidikan dan pelatihan; dan

d. pemerintah daerah lainnya.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
a. pendampingan;

b. Penyuluhan;

pelatihan;

bimbingan teknis;

alih teknologi; dan

pemberian tugas belajar.

=0 o0

Bagian...
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Bagian Kedua

Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 81
y) Bupati berwenang melakuk |
( perizinan Berusaha, i pe“ga“'f"sa" terhadap penyelenggaraan

@ pPengawasan sebagaimana dimaksud

a. mengendalikan dan melindun

dikaitkan dengan Risiko yang

b. mendorong terwujudnya
bersih dan berkualitas;

d pada ayat (1) bertujuan:
8 pelaksanaan suatu kegiatan usaha
ditimbulkan;

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang

mencegah pelanggaran terh ‘

‘b adap ketentu ’
undangan di bidang Perizinan Berusat, dee. LS
d. menegakkan sanksi g

perundang- terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 82

(1) Penga“.'asa.n. terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan
berbasis Risiko. 1

(2)* Pengawasan berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara: (
a. mer.n:ast_ikan pemenuhan norma, sfandar, prosedur, dan Kkriteria
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha; dan/atau
b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya
terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya
lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 83

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan: !
a. tingkat Risiko kegiatan usaha; dan
b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Dalam hal tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a semakin tinggi, maka Pengawasan semakin sering dilakukan.

{3) Dalam hal tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b semakin rendah, maka Pengawasan semakin sering

dilakukan.
Pasal 84

(1) Pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Daerah meliputi:

a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.

(2) Pengawasan...
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(2) Pengawasan terhadap UMK

sebagaimana dimaksyuqg dalam Pa:;ia::kan dalam bentuk pembinaan

Pasal 85
pengawasan dilakukan oleh:
DPMPTSP, terkait de
a. nga-n en g
p. Perangkat Daerah tekn-p Yelenggaraan Perizinan Berusaha;

sektor kegiatan usaha; dan/atay sertifikat standar sesuai sektor dan sub

c. tim terpadu, terkait\dengan:
1. kegiatan usaha yang dii
saltaes AtR1 8 dyalankan Pelaky Usaha memiliki pembina lintas

2. persetujuan Perizinan Berusah . _ '
Daerah teknis di Dacral, a melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat

Pasal 86

HaSﬂdPeSg:‘Aw:rssa:bdianakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan
REpRGS. ag! penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di Daerah.

Paragraf 2
! Tim Terpadu

Pasal 87

(1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melaksanakan Pengawasan secara
terintegrasi.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari:
a. Bupati selaku penanggung jawab;
b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
c. kepala DPMPTSP selaku ketua pelaksana; dan
d. anggota, yang berasal dari pejabat atau staf pada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

pekerjaan umum dan penataan ruang;

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

tenaga kerja;

lingkungan hidup;

perhubungan;

komunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah;

kelautan dan perikanan;

pariwisata;

0. pertanian;

11. energi dan sumber daya mineral;

12. perdagangan; dan/atau

13. perindustrian.

=~ 0O NO0sON~

(3) Pembentukan...

i
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pentukan, ¢
® Pelr:;lgaimana dirrI::Jr;badglan tugas dan ‘tangggung jawab tim te adu
se ud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Btt.xppati.

Pasal 88

(1) Z;nl:r etg;d;ania::n i;:llzl?i(szga;asﬁ'tm.gas‘ dan fungsinya dibantu oleh

) gegzzgz Ss:’)zgaj‘mana di.rnaksud plazzfacj:alt)ﬁ?zi::ct; l:)saéclil’e‘;al')F'MP'I‘ SP.

¢ DT’MPT SP. gaimana diraksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris

4 Anggota 'SelfrCFafi?F ter'diri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat
fangsional di bidang Perizinan Berusaha pada DPMPTSP.

Pasal 89

Tim ter'padl'l delam melakukan Pengawasan dapat dilakukan secara
terkoordinasi dengan: '

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

). instansi vertikal terkait di Daerah.

Paragraf 3 '
Pengawasan Rutin

Pasal 90

!
(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a

dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dalam setahun.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan pada pelaksanaan kegiatan usaha di Daerah.

Paragraf 4
Pengawasan Secara Insidental

Pasal 91

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)

huruf b dilakukan berdasarkan:
a. Pengaduan masyarakat; dan
b. Informasi atau temuan mengen
penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Pengawasan insidental dilakukan kepada ke

ai dugaan pelanggaran di dalam

giatan usaha berisiko rendah.

Pasal 92
Pengaduan masyarakat dan informasi atau temuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (1) terkait dengan:

& ketentuan mengenai persyaratan g harus dipenuhi;

perizinan yan

b. kesesuaian...

7
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k
Usaha; dan cglatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku
pelaku Usaha yang men
c Jalankan
Berusaha kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan
Pasal 93

Setiap Perangkat Daerah teknijs yang terkait

pertanggung jawab dalam Pengawasan insidental . FepSnen PR

~

BAB X1
PELAPORAN

Pasal 94

(1) DPMPTSP bertanggung:;awab meit

Perizinan Berusaha. yusun pelaporan kinerja penyelenggaraan

(2) gﬂalat:an}:{lanmﬁsh dan fungsi penyelenggaran Perizinan Berusaha juga

e ‘awabe bkec.amatan atau pemerintah desa/kelurahan, maka

geung ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh
kecamatan atau pemerintah desa/kelurahan,

(3)# Pelaporan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati.

(4) Pelaporan oleh kecamatan atau pemerintah desa/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan
Informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

(6) Pelaporan dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X1V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 95

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perizinan
Berusaha.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan
atau penyusunan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
¢. ikut melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan

Perizinan Berusaha.

BAB XV...
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I
BAB XV 1
PENDANAAN ]

Pasal 96

pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha be e
rsumber dari:

a, enggaran pendapatan dan belanj
p. pendapatan lain yang sah dan tinZE?::;i}g);kdin |
at.

|
BAB XVI |
KETENTUAN PENYIDIKAN

I

Pasal 97

Selain Pejabat Penyidi - s

o Negeri Si;J)il tene?lfdél-{ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
i lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi
kewenangan aer apat diberikan
g untuk melaksanakan Beniidilk badad i

ketentuan dalam Peraturan Daerah inj s s s it

o :.e wrigzgrgi?nna,setrffrt?n?nindlmaksud pada ayat (1) meliputi: |
fhporah berkenaanci englf.mpulszm dan meneliti keterangan atau
engan tindak pidana di bidang Perizinan Berusaha
wee k'e.terangan atau laporan tersebut menjadi lebih lenékap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perizinan

’ Berusaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana; ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perizinan Berusaha
sehubungan dengan tindak pidana; {

d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang \meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

e. mengambil sidik jeri dan memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana;

f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; |

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana; |

h. menghentikan penyidikan; dan

i, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana d-i aksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) pulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

T

f
|
|
|
|
]
{
|
i
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BAR XVi1|
KE'I‘ENTUAN PERALIHAN

Pasa] 99
.. saat Peraturan Dger i .
e aha yang sementara daill:mlm Mulai  berlaky, permohonan Perizinan
Beruian sebelum Peraturan p pro}s:c's dan Perizinan Berusaha yang telah di
an Peraturan Daerah ip; M mulai berlaku, harus disesuaikan

gen¥ satu) tahun terhitung sejak

perd
_ BAB Xix
RETENTUAN pENUTUP

Pasal 100

Peraturan i .
PcnctﬂPk:?‘ paling \nlr?upm(l sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
o > lenam) butan sejak Peraturan Daerah ini
djundangkan'

Pasal 101

peraturan Daerah ini mulai berjaky Pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuin

D;ltf‘dk. ini dengan penempatan

Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 2 Oktober 2023

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Oktober 2023

DES PRIHATIN

y,
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1.

Berusaha, pelaksanaan pelayanafms perizinan, persyaratan Perizinan
pengelolaan  informasi, penyuluh’ pengelolaan pengaduan masyarakat,
an kepada masyarakat, pelayanan

konsultasi, pendampingan hulqy
m : :
dan Pengawasan, pelaporan dan pén?iz;n::;auan dan evaluasi, pembinaan

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas,
Pasal S
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
’ Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b

Cukup jelas.
Hurufe...

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
pasal 18
Cukup jelas.
pasal 19
Cukup jelas.
pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
pPasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasai 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36... f
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Pasa] 36

Cukup jelas,
pasal 37

Cukup jelas.
Pasa] 38 |

Cukup jelas. |
Pasal 39 ‘

Cukup jelas.
pasal 40

Cukup jelas.
pasal 41

Cukup jelas. )
pasal 42

Cukup jelas.
pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.

#Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas-
Pasal 55

Cukup jelas-
Pasal 56

Cukup jelas-
Pasal 57

Cukup jelas-
Pasal 58

Cukup jelas

pasal 59- %
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pasal 59
Cukup jelas.
pasal 60
Cukup jelas.
pasal 61
Cukup jelas.
pasal 62
Cukup jelas.
pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
pasal 65
Cukup jelas.
pasal 66
Cukup jelas.
pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
* Huruf a

Yang dimaksud dengan konsultasi teknis jenis layanan
Perizinan Berusaha misalnya konsultasi terkait dengan
persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam rangka
pengurusan Perizinan Berusaha.
Huruf b
Yang dimaksud dengan konsultasi aspek hukum Perizinan
Berusaha misalnya konsultasi terkait dengan dasar hukum
peraturan perundang-undangan, jenis larangan dan
kewajiban yang diatur di dalam ketentuan Perizinan
Berusaha dan lain sebagainya.
Hurufc
Yang dimaksud dengan pendampingan teknis misalnya
pendampingan dalam menyusun persyaratan, menuliskan
formulir, dan memberikan penjelasan terkait hal teknis
lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71... ?
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al 71
PaS Cukupjelas.

PaSa] 7 ; |
Cukup jelas. ‘

|

|

pasal T3
cukup jelas. \
»
|
l

pasal 74
Cukup jelas.

pasal 75
Cukup jelas.

pasal 7 6 %

Cukup jelas.
pasal 77

Cukup jelas.
pasal 78

Cukup jelas.
pasal 79

Cukup jelas.
pasal 80

Cukup jelas.
pasal 81

Cukup jelas.

’ pasal 82

Cukup jelas.
pasal 83

Cukup jelas.
pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas. l
Pasal 88 |

Cukup jelas. l
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 ... ?
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sal 94
Cukup jelas.
sal 95
Cukup jelas.
gal 96
Cukup jelas.
sal 97
Cukup jelas.
pasal 98
Cukup jelas.
pasal 99
Cukup jelas. '
pasal 100
Cukup jelas.
pasal 101
Cukup jelas.
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